
c. bahwa Pemerintah Kota Depok, saat ini belum dapat 
menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan atau rumah 
dinas untuk Anggota DPRD Kota Depok; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Anggota DPRD 
dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas 
beserta perlengkapannya; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan 
masing-masing 1 ( satu) rumah J abatan beserta 
perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas 
Jabatan; 

TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
TAHUN ANGGARAN 2016 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 
NOMOR 16 TAHUN 2016 

WALIKOTA DEPOK 
PROVINS! JAWA BARAT 

Menimbang 
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d. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam hal 

Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 

jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, 

kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap 

bulan dengan besaran tunjangan ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf d, telah ditetapkan Peraturan 

Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tunjangan 

Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016; 

f. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Depok Nomor: 172/ 133-DPRD tanggal 

24 Maret 2016 perihal perubahan Perubahan Tunjangan 

Perumahan bulan April sampai dengan Desember 2016, 

maka Peraturan Walikota Depok sebagaimana dimaksud 

dalam huruf e perlu dilakukan perubahan; 

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan 

huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok 
Tahun Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

Mengingat 
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PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 

ANGGARAN 2016. 

TUNJANGAN TENT ANG WALIKOTA PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Depok Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2014 Nomor 4); 

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 
Nomor 11); 

ten tang 
Republik 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

3. 

Menetapkan 
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(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai April 2016. 

Pasal 3 

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibebankan pada APBD Kota Depok. 

sebagai berikut: 
a. Ketua Rp. 14.500.000,- Per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp. 14.250.000,- Per bulan; 
c. Anggota Rp. 14.000.000,- Per bulan; 

Pasal 2 

(1) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kota Depok Tahun Anggaran 2016 adalah 

BAB II 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Depok. 
2. W alikota adalah W alikota Depok. 
3. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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H. HARRY PRIHANTO 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHON 2016 NOMOR 16 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 28 Maret 2016 
SE T S DAERAH KOTA DEPOK, 

KH. MOHAMMAD IDRIS 

J 

~ 

WALIKOTA DEPOK, 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 28 Maret 2016 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Depok. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Walikota Depok Nomor 1 tahun 2016 tentang 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB III 

KETENTUANPENUTUP 


